BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian “beban
administratif apa saja yang dialami oleh penyandang disabilitas karena
pelayanan publik yang kurang baik di Kota Bandung”.

Berdasarkan pemaparan data dan hasil analisis terhadap ketujuh
responden disabilitas yang pernah mengakses pelayanan publik (pembuatan
KTP), ditemukan bahwa bentuk dari Beban Administratif (Administrative
Burden) yang timbul karena karakter Birokrasi Dengan Kepercayaan Publik
Yang Rendah (Low Trust Bureaucracy).

Pada karakter Opacity, bentuk dari Learning costs/Beban pembelajaran
adalah usaha responden disabilitas mencari informasi mengenai proses
pengaksesan pelayanan publik. Bentuk dari Psychological costs/Beban
psikologis adalah perasaan frustasi responden disabilitas karena aksesibilitas
di kantor pelayanan publik susah diakses. Bentuk dari Compliance
costs/Beban kepatuhan adalah dana yang harus dikeluarkan karena membayar
calo.

Pada karakter Rationing, bentuk dari Psychological costs/Beban
psikologis adalah perasaan kesal karena menghabiskan waktu yang lama.
Bentuk dari Compliance costs/Beban kepatuhan adalah dana yang harus

dikeluarkan karena membayar calo.
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Pada karakter Inaction, 2 bentuk dari Psychological costs/Beban
psikologis adalah perasaan perasaan lelah pada saat diberikan pelayanan yang
lambat dan perasaan capai karena pelayanan yang lelet dan antri. Bentuk dari
Compliance costs/Beban kepatuhan adalah dana yang harus dikeluarkan
karena membayar calo. Terakhir diluar 3 bentuk beban administratif, peneliti
menemukan beban baru yaitu usaha responden disabilitas untuk datang
kembali ke kantor pelayanan publik untuk melakukan proses pelayanan
publik yang ditunda.

Pada karakter Delays, bentuk dari Psychological costs/Beban
psikologis adalah perasaan minder saat responden disabilitas menunggu di
kantor pelayanan publik. Bentuk dari Compliance costs/Beban kepatuhan
adalah dana yang harus dikeluarkan karena membayar calo.

Pada karakter Unreasonableness, bentuk dari Psychological
costs/Beban psikologis adalah perasaan stress karena harus mendatangi
kantor pelayanan publik dan memberikan data yang diminta. Dua bentuk dari
Compliance costs/Beban kepatuhan adalah dana yang harus dikeluarkan
karena membayar calo dan usaha responden disabilitas untuk datang kembali
ke kantor pelayanan publik karena diminta melengkapi syarat yang kurang.

Temuan lainnya di dalam penelitian ini adalah mengenai beban
administratif yang tidak muncul pada penelitian Peeters, terletak pada empat
karakter Low Trust Bureaucracy Yyaitu ketidakjelasan prosedur pelayanan
(opacity) dan kelambanan layanan (inaction). Perbedaan ini terletak pada
Compliance costs/Beban kepatuhan. Pada penelitian Peeters, tidak timbul

beban kepatuhan ini karena orang di dalam contoh kasus 1 tidak
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menggunakan “calo”. Sedangkan dalam penelitian ini timbul Compliance
costs/Beban kepatuhan. Hal ini dikarenakan tiga dari tujuh responden
disabilitas memilih untuk menggunakan calo agar tidak mengalami prosedur
pelayanan yang tidak jelas.

Karakter lainnya adalah kelambanan layanan (inaction), penundaan
pelayanan (delays) dan ketidakwajaran pelayanan (unreasonableness).
Perbedaan ini terleak pada Perbedaan ini terletak pada Learning costs/Beban
pembelajaran. Dalam penelitian ini, Learning costs/Beban pembelajaran
tidak muncul di ketiga karakter tersebut. Hal ini dikarenakan tidak
terdapatnya usaha yang dikeluarkan oleh penyandang disabilitas.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa pelayanan
publik yang diberikan oleh aparatur negara belum ramah bagi kaum difabel.
Usaha yang dikeluarkan bagi penyandang disabilitas saat ingin mengakses
pelayanan publik sangat luar biasa besar, bisa dua kali lipat dari masyarakat
biasa. Penyandang disabilitas yang sudah mengeluarkan usaha yang besar
untuk bisa dan datang ke tempat pengaksesan pelayanan publik tetapi malah
menghadapi pelayanan yang sangat tidak memuaskan. Salah satu contohnya
seperti pemberian informasi dan pelayanan yang memakan waktu yang lama
sangat membebani para penyandang disabilitas yang sedang mengakses
pelayanan publik.

Selain itu, masih terjadinya penggunaan calo untuk memudahkan
pengaksesan pelayanan publik menandakan masih banyak oknum-oknum
yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan pugutan liar. Pungli tersebut

masuk kedalam kejahatan korupsi dan apabila tingkat korupsi menambah,
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maka tingkat kepercayaan warga yang sudah rendah terhadap birokrasi
semakin menurun (Rose-Ackerman & Palifka, 2016)%.

Kurangnya perhatian pemerintah dan pengimplementasian peraturan
yang dibuat untuk mempermudah ruang gerak penyandang disabilitas
terhadap permasalahan yang ditanggung oleh penyandang disabilitas,
sehingga penyandang disabilitas masih harus mengalami dan merasakan
beban-beban administratif pada saat pengaksesan pelayanan publik.
Penelitian ini yang mewawancarai ketujuh responden disabilitas tersebut
merupakan salah satu contoh kecil dari banyaknya penyandang disabilitas
diluaran sana yang mengalami dan merasakan bentuk-bentuk dari
administrative burden yang muncul karena karakter Birokrasi Dengan

Kepercayaan Publik Yang Rendah (Low Trust Bureaucracy).

6.2. SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mengusulkan beberapa saran
perlu diperhatikan bagi kantor pelayanan publik sebagai berikut:

1. Bagi kantor pelayanan publik, diharapkan membuat sarana ramp
(tangga disabilitas) yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas
Tuna Daksa agar memudahkan aksesibilitas di kantor pelayanan
publik.

2. Bagi kantor pelayanan publik, diharapkan dalam membuat pintu

masuk kedalam kantor memperhatikan lebar pintu untuk

88 Peeters, R., Trujillo Jiménez, H., O’Connor, E., Ogarrio Rojas, P., Gonzalez Galindo, M., &
Morales Tenorio, D. (2018). Low-trust bureaucracy: Understanding the Mexican bureaucratic
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memudahkan aksesibilitas penyandang disabilitas yang memakai
kursi roda saat keluar masuk kantor pelayanan publik.

. Bagi kantor pelayanan publik, diharapkan memperhatikan besar
ruangan tunggu dan penempatan kursi di ruang tunggu. Hal ini
bertujuan untuk memberikan ruang bagi penyandang disabilitas
yang menggunakan kursi roda pada saat sedang berada di kantor
pelayanan publik.

. Bagi kantor pelayanan publik, diharapkan membuat guiden block
untuk memudahkan penyandang disabilitas Tuna Netra saat
mengakses pelayanan publik di kantor pelayanan.

. Bagi kantor pelayanan publik, diharapkan memperhatikan
ketinggian meja penerima tamu/meja administratif agar
memudahkan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda
dalam pengaksesan pelayanan publik pada saat sedang
mendaftar/menulis/menandatangani surat.

. Bagi kantor pelayanan publik, diharapkan menyediakan system

tulisan sentuh untuk membantu Tuna Netra membaca (braille).
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